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LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG 
 

 
 

Nomor 12   Tahun 2008 

 
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG 

NOMOR  12  TAHUN 2008 

TENTANG 
 

PAJAK RESTORAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA TANGERANG, 
 
 

Menimbang :  a.  bahwa pajak hotel telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota 
Tangerang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Hotel dan Restoran, 
tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindak 
lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah, maka ketentuan tentang Pajak Restoran perlu 
disesuaikan dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran; 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
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4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);                     

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4010); 

6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG 

dan 
WALIKOTA TANGERANG 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN 
 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang. 

3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 

4. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang mempunyai tugas pokok 
melakukan pengelolaan keuangan daerah. 

5. Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas/Badan yang mempunyai 
tugas pokok melakukan pengelolaan keuangan daerah. 

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang pada Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang. 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib 
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa 
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah 
dan pembangunan Daerah. 

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
Pajak Daerah. 

9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 
(satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak 
sama dengan tahun takwim. 

11. Pajak Restoran adalah Pajak atas Pelayanan Restoran. 

12. Restoran adalah Tempat menyantap makanan dan/atau minuman 
yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha 
jasa boga atau catering. 

13. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri 
atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana 
pension, persatuan perkumpulan, Yayasan atau Organisasi yang 
sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya. 
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15. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, 
diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak yang terutang, 
termasuk pemungut atau pemotong Pajak Restoran. 

16. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang 
menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut 
ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah. 

17. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 
SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk 
mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau usahanya ke 
Dinas/Badan. 

18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD, 
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana 
dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam 
melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah. 

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
Perhitungan dan/atau Pembayaran Pajak, obyek pajak, dan/atau 
harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi 
dan jumlah yang masih harus dibayar. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang lebih lanjut di singkat 
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang lebih lanjut 
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah 
surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi Administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 

26. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT dan STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang 
ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 
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BAB II 

NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal 2 

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di 
Restoran. 

 
 

Pasal 3 

Pelayanan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi 
penjualan makanan dan/atau minuman di Restoran/Rumah Makan, 
termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar atau 
dibawa pulang. 

 
 

Pasal 4 

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan 
pembayaran di Restoran. 

(2) Termasuk dalam Objek Pajak Restoran adalah Rumah Makan, 
Café, Bar, Lounge dan sejenisnya. 

(3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan (2) adalah Pelayanan Usaha Jasa boga atau 
catering dan pelayanan yang disediakan di Restoran terhadap 
Korps Diplomatik dan Konsuler serta Restoran/Rumah Makan yang 
omzetnya tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) 
per tahun. 

 
 

BAB III 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal 5 

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 
kepada Restoran. 

 
Pasal 6 

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari jumlah 
pembayaran. 
 

Pasal 7 

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 
pengenaan pajak dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 dan Pasal 6. 

 
 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal 8 

Wilayah pemungut Pajak Restoran adalah di Wilayah Daerah tempat 
Restoran berlokasi. 

 
 


